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DPR Sahkarm RUU Jalan

Penyesuaian Tarif Tol

Bisa Di

RAPAT Paripurna DPR menge-—
sahkan Rancangan Undang-
Undang (RUU) hasil peru-
bahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 200
tentang Jalan. Salah satul poin
undang-undangs ini mengatur
tentang tarif tol.
: Wakil Ketua Komisi V DPR
Ridwan Bac menjelaskan.
RUU ini merupakan jawaban
atas kebutuhan hukum penve-—
lenggsaraaan jalan yang be-
Ium diakomodasi dalam OUUT
Nomor 38 Tahun Z2004. DPR
menyepakatis 9 poin pokok
PrPerubahan. :

Pertama. RUDLT ini menga-—
manahkan bahwa dalam hal
Pemerintah TDaerah (pemda)
pProvinsi maupun kabupaten/
kota belum mampu melaksana—
kan wewenang pembangunan
Jalan, Pemerintah Pusat mela—
kukan pengambilalihan Perm—
bangunan.

dalam hal peme-—

fKedua .,
rintah desa belum dapat me-

Iaksanakan wewenang pecin-—
bangunan Jalan., maka Pemda
pProvinsi dan kabupaten/kota
melakukan pengambilalihan
Pelaksanaan urusan pem-—
bangunan jalan desa Pasal
16a.” papar Ridwan Bacec dalam.
Rapat Paripurna DPR di Ge-
dung Parlemen. FJakarta, Kamis
C(1S6/712).
Ketiga lanjut Ridvwan, RUIUT
ini mengatur sebagian pem-
bangunan jalan umum yang
merupakan kewenangan pemm—
Pus atau pemda dapat dilak-
sanakan Pemda pada tingkat di

bawahnya dan pemerintah desa

sesuai ketentuan perundang—
undangan Pasal 30
Keempat. RUUJ ini men-
cantumkan muatan mMengenai
Penyelenggsaraan pengadaan
tanah untuk pembangunan
Jalan umum. wajib dilaksana-—
kan dengan memperhatikan ke
seimbangan antara kepentingan
Prembangunan dan kepentingan

masyarakat Pasal 3Sa.
“IDalam hal pengusahaan

Bawah 2 Tahun

Jalan tol merupakan prakarsa
badan usaha, pembiavaan
Pengadaaan tanah merupakan
kKewajiban dari pemrakarsa.’’
sambung dia. :
Kelima., RUU ini mengatur
Penyesuaian tarif tol yang da-—
Pat dilakukan dua tahun sekali

berdasarkan pengaruh Iaju

inflasi dan evaluasi terhadap
Pemenubhan Standar Pelayanan
Minimal (SPNMND) jalan tol. T a_—
lam kondisi tertentu. peme-—
rintah juga dapat melakukan
evaluasi dan penyesuaian tarif
tol di luar dua tahun sekali.
Selanjutnya. RULUT ini juga
mengatur dalam hal konsesi
Jalan tol berakhir, maka pengu-—
sahaan jalan tol dikembalikan
kepada pempus. Status jalan
tol bisa ditetapkan scecbagai
Jalan bebas hambatan nontol
atau dikelola BUMN untuk
Pengoperasian. Tarif awal
ditetapkan harus lebih rendah
daripada tarif tol yang berlaku
Pada akhir miasa konsesi.
Berikutnya, RUU ini juga
mengatur SPM sebagai keten-—
tuan jemis dan mutu pelayanan
dasar yang berhak diperoleh

 Setiap warga negara secara

minimmal.
““Pengaturan SPNM jalan tol

meliputi tiga hal yaitu kondisi
Jalan tol, prasarana keselama— -
tan dan keamanan, dan prasa—
rana pendukung layanan bagi
PrPengouna jalan tol Pasal S1a.>”
Jelas politisi Golkar ini.

Poin delapan. sambung dia.
RUU ini mengatur terkait jalan
Khusus, di mana badan usaha
termasuk penyedia jasa dan
atau sub penyedia jasa wa—
Jib membangun jalan kKhusus
untuk keperluan mobilitas
usahanya. =

S Sementara, Menteri Pe-—
kerjjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) Basuki Hadil
muljono menuturkan, RUILT ini
mencermminkan bahwa IDPR dan
Pemerintah maimpu merespons
Perkembangan zaman yang
bersifat dinamis._ s <AL
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